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BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA 

PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 29 TAHUN 2025 

TENTANG 
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JAYAPURA, 

Menimbang :  a. bahwa agar pelaksanaan penganggaran kegiatan 

yang bersifat fisik di Kabupaten Jayapura dapat 

terselenggara secara efektif dan efisien, serta 

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan diperlukan 

pengaturan yang tegas; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati; 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945);  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 

Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2907); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara republic Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 137, tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6697); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46            
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang  Pembentukan Produk Hukum 

Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 105); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020           

Nomor 1781); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70          

Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia         

Tahun 2019 Nomor 1114); 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Pemutahiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 

2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Jayapura Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 

2016 Nomor 10); 

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok- 

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7), Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK 
KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Jayapura. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 
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5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat 
HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan 
berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta 
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD 
adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 
menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam 
rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari 
Pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan 
daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan. 

 

BAB II  

FUNGSI HSPK 

Pasal 2 

HSPK berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah dalam penganggaran kegiatan yang bersifat fisik, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 3 

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah 
satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam Penyusunan 
dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Pasal 4 

Fungsi HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 

a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis 
yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan 
dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, 
dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya; 

b. merupakan  salah  satu  acuan  dalam  penyusunan 
Rencana kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (DPA SKPD) di Lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

c. merupakan Standar HSPK tertinggi yang di dalamnya termasuk 
pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali 
untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi 
Pemerintah Daerah; 

d merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi 
dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaanya 
mengacu pada kondisi nyata di lapangan; 

e. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan 
biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan 
Pemerintah Daerah; 
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f. untuk menilai  kewajaran  perhitungan  biaya Perencanaan 
(DED Fisik); 

g. merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan merupakan 
salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga 
Perkiraan Sendiri/ourner Estimate (HPS/OE); dan 

h merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga 
penawaran calon penyedia barang/jasa. 

 
 

BAB III  

PENERAPAN HSPK 

Pasal 5 

 
(1) Perhitungan rincian HSPK tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Dalam ha1 terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/objek 
belanja diperkenankan tidak mengikuti formula HSPK. 

(3) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
diantaranya: 

a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga 
kemungkinan lebih besar/ lebih kecil dari yang tercantum dalam 
formula HSPK; 

b. kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan 
pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; 
dan/ atau 

c. alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak 
mengikuti formula HSPK. 

(4) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, 
dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tim Peneliti RKA- 
SKPD untuk dimintakan permohonan persetujuan Sekretaris 
Daerah selaku Ketua TAPD. 

(5) Surat Permohonan persetujuan sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (4) dibuat oleh Perangkat Daerah untuk disetujui/ditolak 
Ketua TAPD. 

(6) Persetujuan/ditolak atas surat permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dari Ketua TAPD dituangkan dalam 
bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh 
Perangkat Daerah. 

(7) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6) 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagaian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 

BAB IV  

KETENTUAN LAIN—LAIN 

Pasal 6 

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan 
Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan 
ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian obyek belanja 
kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD. 
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BAB V  
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Jayapura. 

Ditetapkan di Sentani 

pada tanggal 9 Mei 2025 

           BUPATI JAYAPURA, 

          ttd.           

            YUNUS WONDA  
Diundangkan di Sentani 

pada tanggal  9 Mei 2025     

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 
 ttd. 

             HANA S. HIKOYABI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR 29 

 
 salinan sesuai dengan aslinya, 

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN, 

PERUNDANG-UNDANGAN 

 
 

 
 

THIMOTIUS TAIME, SH 

PENATA TK.I 
NIP. 198406122010041003 

 


